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TRIWULAN II TAHUN 2025 

A. Dasar Hukum :  

• Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam 

Pasal 18 dan 19; 

• Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

• Rekomendasi Kementerian PAN dan RB Nomor B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja 

pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang 

lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara 

periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan. 

• Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 

 

 

http://www.ptun-yogyakarta.go.id/


B. Capaian Kinerja. 
 

PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA)  
TRIWULAN II TAHUN 2025 

Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target 
(%) 

Realisasi Triwulan Realisasi s.d. Triwulan 

Triwulan II s.d Triwulan II 

Input 

(Jumlah)  

Realisasi 

(Jumlah) 

Realisas
i (%) 

Capaian 

(%) 

Input 

(Jumlah)  

Realisasi 

(Jumlah) 

Realisas
i (%) 

Capaian 

(%) 

Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

1 Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat 

waktu 

90   2 2 100,00 111,11 4 4 100,00 111,11 

2 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Banding dan Kasasi 

3 Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas 

Terhadap Layanan Peradilan 

92   56 56 97,08 105,52 96 96 97,14 105,58 

 84,13 

Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

4 Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang 

disampaikan kepada para pihak tepat waktu 

96 2 2 100,00 104,17 4 4 100,00 104,17 

 104,17 

Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan 

5 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100   0 0  NA NA 0 0  NA NA 

6 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum) 

100   27 27 100,00 100,00 62 62 100,00  100,00 

7 Persentase Perkara yang diselesaikan melakui 

Sidang Keliling 

100   0 0  NA NA 0 0  NA NA 

 100,00 

70   2 0 NA NA 4 1 25,00 35,71 



Meningkatnya Kepatuhan 

terhadap Putusan 

Pengadilan 

8 Persentase Putusan Perkara TUN yang 

Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

 104,16 

Total  98,11 

 

Catatan : NA adalah Not Available (Tidak Tersedia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 1 1     100,00        104,16 1 1 100,00 104,16 



C. Analisa Capaian Kinerja. 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.  

a) Indikator Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu. 

Indikator Kinerja Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang 

diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu 

dan capaiannya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
 

Uraian s.d. Triwulan II Target 

(%) 

Input  

(Jumlah) 

Realisasi 

(Jumlah) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

Persentase Perkara TUN 

yang diselesaikan Tepat 

waktu 

90 4 4 100,00 111,11 

 

 

Perhitungan dari Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu pada bulan April-Juni 2025 adalah sebagai berikut:  

1) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu = 2 Perkara. 

2) Jumlah perkara yang diselesaikan = 2 Perkara. 

Bulan Target 

(%) 

Realisasi Triwulan II 

Jumlah Perkara yang 
diselesaikan 

Jumlah Perkara 
yang diselesaikan  

tepat waktu 

Realisasi 

(%) 

Capaian  

(%) 

April  90  2 2 100,00 111,11 

Mei 90  0 0 NA NA 

Juni 90  0 0 NA NA 

Total 90 2 2 100,00 111,11 



3) Realisasi = Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu    =  2     = 100 % 

                      Jumlah Perkara yang Diselesaikan         2 

4) Capaian  = Realisasi   =  100 %  = 111,11  % 

         Target          90  % 

  

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas sebagai berikut :  

 Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 111,11 %, dimana 2 penyelesaian perkara tersebut berasal 

dari perkara putus. Pada Triwulan II Tahun 2025 jumlah perkara yang diselesaikan sejumlah 2 Perkara (perkara yang diputus dan 

diminutasi) dan diselesaikan semuanya tepat waktu. Realisasi mencapai 100,00 %, sehingga capaian jika dibandingkan dengan target 

90 %, maka capaiannya menjadi 111,11 %. Capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 111,11%, dimana dari 

jumlah perkara 4 yang diselesaikan semua diselesaikan dengan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakarta telah bekerja sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan 

Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu 5 bulan serta SOP Penyelesaian Perkara guna menyelesaikan proses 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.  

 

Sumber daya yang digunakan : 

1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan 

jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 4 orang);  

2) Money (Sumber dana berasal dari DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi MA RI sejumlah Rp. 8.152.728.000,- dan berasal dari 

DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 40.805.000,-); 

3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan 

dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka 

peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya); 

x 100% 

x 100% 

x 100 % 

x 100% 



4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang 

sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan 

sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan  dan 

kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan); 

5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding pada Empat Lingkungan Peradilan). 
 

 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :  

1) Program Dukungan Manajemen  

2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.  

3) Penguatan pengawasan dengan pelaksanaan monitoring SIPP dan   E-court yang dilakukan setiap bulan. 

4) Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.  

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut:  

1) Realisasi atas Program Dukungan Manajemen sampai dengan Triwulan II :  

▪ Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran  : Rp.     171.351.829,- 

▪ Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan  : Rp.             700.000,- 

▪ Gaji dan Tunjangan  : Rp.  4.174.696.105,- 

▪ Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Rp.     519.692.039,- 

▪ Layanan Pemantauan dan Evaluasi : Rp.  --------------------- 

▪ Total Realisasi sampai dengan Triwulan II  : Rp.  4.866.439.973,- (59,69%)  

 

 



2) Realisasi atas Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sampai dengan Triwulan II :  

▪ Pelaksanaan Pengamanan Sidang : Rp.     1.600.000,- 

▪ Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara : Rp.  ---------------- 

▪ Pos Bantuan Hukum : Rp.  13.900.000,- 

▪ Sidang di luar Gedung Pengadilan : Rp.  ---------------- 

▪ Total Realisasi sampai dengan Triwulan II  : Rp.  15.500.000,- (37,99%) 

 

b) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi. 

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi adalah perbandingan jumlah 

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini mengukur 

jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi, dan capaiannya sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan Target 

(%) 

Triwulan II 

Jumlah Perkara 
yang 

diselesaikan 

Jumlah Perkara yang 
tidak mengajukan upaya 

hukum banding dan 
kasasi 

Realisasi 

(%) 

Capaian  

(%) 

April  70 2 0 NA NA 

Mei 70 0 0 NA NA 

Juni 70 0 0 NA NA 

Total 70 2 0 NA NA 



Uraian s.d. Triwulan II Target 

(%) 

Input 

(Jumlah) 

Realisasi 

(Jumlah) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

Persentase Perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum banding dan kasasi 

70 4 1 25,00 35,71 

 

Perhitungan dari Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi pada bulan April-Juni 2025 

adalah sebagai berikut :  

1) Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi = 0 Perkara. 

2) Jumlah Perkara yang Diselesaikan = 2 Perkara. 

3) Realisasi = Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi        =  0                     = NA   

                      Jumlah perkara yang diselesaikan                    2 

4) Capaian  = Realisasi   =    0    %     =  NA 

         Target          70 % 
 

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas : 

 Capaian pada Triwulan II adalah Tidak Terdefenisi atau Tidak Tersedia, dikarenakan pada Triwulan II dari jumlah 2 perkara yang 

diselesaikan tidak ada yang tidak mengajukan upaya hukum, keduanya mengajukan upaya hukum. Capaian dari Triwulan I sampai 

dengan Triwulan II adalah 35,71%, dimana dari sejumlah 4 perkara yang diselesaikan, hanya 1 perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum, 3 lainnya mengajukan upaya hukum. Hal ini merupakan faktor dimana para pencari keadilan berusaha mencari 

upaya yang lebih meringankan pihaknya, dan mereka meggunakan haknya. Faktor ini tidak bisa dikendalikan secara penuh oleh 

pihak Pengadilan meski Majelis Hakim sudah memutus perkara dengan cara yang berkualitas.  

 

x 100% 

x 100% 

x 100% 

x 100% 



Sumber daya yang digunakan adalah : 

1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan 

jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 4 orang);  

2) Money (Biaya untuk proses upaya hukum didasarkan pada Penetapan Biaya Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-

TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 

berdasarkan ketentuan yang berlaku); 

3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan 

dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka 

peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya); 

4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang 

sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan 

sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan  dan 

kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan); 

5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding pada Empat Lingkungan Peradilan). 

 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :  

1) Program Dukungan Manajemen  

2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.  

3) Penguatan pengawasan dengan pelaksanaan monitoring SIPP dan   E-court yang dilakukan setiap bulan. 

4) Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.  



 

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :  

 Realisasi untuk perkara yang mengajukan upaya hukum banding pada Triwulan II mengikuti ketentuan pada SK Penetapan Biaya 

Panjar Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku (data realisasi keuangan perkara terlampir). 

 

c) Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan. 

Indikator Kinerja Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah untuk mengukur kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan pada sektor publik yang dalam hal ini adalah pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. 

Berikut tabel analisis data survei persepsi kualitas layanan publik :  

Berdasarkan hasil analisis data persepsi responden pada periode Triwulan II Tahun 2025 dengan jumlah responden 56 orang, 

diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,88 atau jika dalam skala indeksnya berada pada 97,08 yang berarti bahwa 

pelanggan merasa sangat puas atas layanan peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan target 92, 

maka capaiannya menjadi 105,52. Dan jika dilihat dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II dengan jumlah responden 96 orang, 

diperoleh indeks kepuasan Masyarakat sebesar 97,14 sehingga capaiannya menjadi 105,58. Capaian kinerja indeks persepsi kepuasan 

pencari keadilan sangat baik karena melebihi target yang telah ditetapkan.  

 

 

    

 

 

 



Nilai IKM pada Triwulan II sebagai berikut dengan jumlah  

responden adalah 56 orang :  

 

 

 

Nilai IKM Triwulan I sampai  dengan Triwulan II sebagai berikut dengan 

jumlah responden adalah 96 orang :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.  
Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan 

putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan. Indikator ini mengukur ketepatan waktu penyampaian salinan kepada 

para pihak dan capaiannya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Uraian s.d. Triwulan II Target 

(%) 

Input 

(Jumlah) 

Realisasi 

(Jumlah) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

Persentase Salinan Putusan 

Perkara TUN yang disampaikan 

kepada para pihak tepat waktu 

96 4 4 100,00 104,17 

 

Perhitungan dari Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan tepat waktu pada bulan April-Juni 2025 adalah 

sebagai berikut :  

a. Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu = 2 Perkara. 

b. Jumlah Putusan = 2 Perkara 

 

Bulan Target 

(%) 

Triwulan II 

Jumlah Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN 
yang disampaikan tepat waktu 

Realisasi (%) Capaian (%) 

April  96 2 2 100,00 104,17 

Mei 96 0 0 NA  NA 

Juni 96 0 0 NA NA 

Total 96 2 2 100,00 104,17 



c. Realisasi = Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu            =  2             =100 % 

                      Jumlah putusan                              2 

d. Capaian  = Realisasi   =     100 %  =   104,17 % 

         Target           96 % 

 

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas : 

 Capaian adalah 104,17 %, dikarenakan Salinan Putusan terkirim secara tepat waktu dan hal ini melebihi target yang telah 

ditetapkan. Pada Triwulan II Tahun 2025 jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah sejumlah 2 perkara, dan 

Jumlah putusan adalah 2. Capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II adalah 104,17% sejumlah 4 perkara yang diselesaikan 

berasal dari 3 perkara diputus, dan 1 perkara dicabut. Salinan putusan terkirim tepat waktu dan hal ini melebihi dari target yang 

dtentukan. 

 

Sumber daya yang digunakan adalah : 

a. Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan 

jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 4 orang);  

b. Money (Sumber dana berasal dari DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi MA RI sejumlah Rp. 7.671.067.000,- dan berasal dari 

DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 40.805.000,- dan Pengelolaan Dana yang bersumber dari SK Biaya Panjar Nomor 

2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 

Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku); 

c. Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan 

kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan 

kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya); 

x 100% 

x 100% x 100% 

x 100% 



d. Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang 

sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan 

sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan  dan 

kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan); 

e. Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding pada Empat Lingkungan Peradilan). 

 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan : 

1) Program Dukungan Manajemen  

2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.  

3) Penguatan pengawasan dengan pelaksanaan monitoring SIPP dan   E-court yang dilakukan setiap bulan. 

4) Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.  

 

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :  

 Realisasi untuk pengiriman Salinan putusan pada Triwulan II mengikuti ketentuan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 

2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 

Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku (data realisasi keuangan perkara terlampir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. 

a) Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.  

Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan 

dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo. Indikator ini mengukur jumlah permohonan pembebasan biaya perkara yang 

dilayani dan capaiannya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian s.d. Triwulan II Target 

(%) 

Input 

(Jumlah) 

Realisasi 

(Jumlah) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(% 

Persentase Perkara Prodeo 

yang Diselesaikan 

100 0 0 NA NA 

 

Perhitungan dari Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada bulan April-Juni 2025 adalah sebagai berikut :  

1) Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan = 0 Perkara. 

2) Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo = 0 Perkara.  

 

Bulan Target 

(%) 

Triwulan II 

Jumlah Perkara yang 
diajukan secara prodeo 

Jumlah Perkara 
Prodeo yang 
diselesaikan 

Realisasi 

(%) 

Capaian  

(%) 

April  100 0 0 NA NA 

Mei 100 0 0 NA NA 

Juni 100 0 0 NA NA 

Total 100 0 0 NA NA 



3) Realisasi = Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan         =  0         = NA (Not Available/Tidak Terdefenisi) 

                                 Jumlah perkara yang diajukan prodeo              0  

4) Capaian  = Realisasi  =     NA %  =  NA (Not Available/Tidak Terdefenisi) 

                    Target          0 % 

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :  

 Pada Triwulan II Tahun 2025 tidak ada perkara yang diajukan prodeo sehingga tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan, 

maka realisasinya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefenisi) sehingga Capaiannya adalah NA (Not Available/Tidak 

Terdefenisi).  

 

Sumber daya yang digunakan adalah : 

a. Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan 

jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 4 orang);  

b. Money (Sumber dana berasal dari DIPA 01 – Badan Urusan Administrasi MA RI sejumlah Rp. 7.671.067.000,- dan berasal dari 

DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 405.000,-) 

c. Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan 

kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan 

kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya); 

d. Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang 

sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan 

sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan  dan 

kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan); 

x 100% 

x 100% 

x 100% 

x 100% 



e. Metode (Dalam hal pemberian layanan hukum, menggunakan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan).  

 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan : 

1) Program Dukungan Manajemen  

2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.  

3) Penguatan pengawasan dengan pelaksanaan monitoring SIPP dan E-court yang dilakukan setiap bulan. 

4) Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.  

 

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :   

 Realisasi atas Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sampai dengan Triwulan II :  

▪ Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara : Rp.  ---------------- (NIHIL) 

 

b) Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum). 

Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 

perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan 

layanan hukum. Indikator ini mengukur jumlah permohonan layanan posbakum yang dilayani pada Pengadilan TUN Yogyakarta dan 

capaiannya sebagai berikut : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uraian s.d. Triwulan II Target 

(%) 

Input 

(Jumlah) 

Realisasi 

(Jumlah) ,  % 

Capaian 

(%) 

Persentase Pencari Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

100 62 62 100,00 100,00 

 

Perhitungan dari Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada 

bulan April-Juni 2025 adalah sebagai berikut :  

1) Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum = 27 layanan. 

2) Jumlah permohonan layanan hukum = 27 permohonan. 

3) Realisasi = Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum       =  27               = 100 % 

                      Jumlah permohonan layanan hukum                               27 

4) Capaian  = Realisasi   =     100 %  =  100 % 

         Target           100 % 

 

Bulan Target  

(%) 

Realisasi Triwulan II 

jumlah 
permohonan 

layanan hukum 

jumlah pencari keadilan 
golongan tertentu yang 
mendapatkan layanan 

bantuan hukum 

Realisasi 

(%) 

Capaian  

(%) 

April  100 11 11 100,00 100,00 

Mei 100 8 8 100,00 100,00 

Juni 100 8 8 100,00 100,00 

Total 100 27 27 100,00 100,00 

x 100% 

x 100% 

x 100% 

x 100% 



Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :  

 Capaian atas layanan posbakum mencapai 100%, hal ini menggambarkan bahwa kinerja layanan posbakum sesuai dengan target 

layanan yang telah ditetapkan, dengan kata lain bahwa capaian tersebut sangat baik. Pada Triwulan II Tahun 2025 Jumlah permohonan 

layanan hukum sejumlah 27 permohonan dan seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hukum. Realisasi mencapai 100 %, sehingga 

capaian 100%, dan jika dilihat capaian dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II dengan jumlah permohonan yang dilayani ada 

sejumlah 62 layanan, capaian mencapai 100%, atau dengan kata lain sangat baik, hal ini berarti Pengadilan Tata Usaha Negara telah 

menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu Di Pengadilan. 
 

Sumber daya yang digunakan :   

 Man (Penyedia Jasa Bantuan Hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum dari UII);  

 Money (Dalam hal sumber dana, layanan bantuan hukum kepada masyarakat dianggarkan dalam DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun 

MA RI sejumlah Rp. 33.000.000,-); 

 Material (Dalam hal pemberian layanan bantuan hukum, Konsultan Hukum memiliki pengetahuan dan kemampuan materiil di 

bidang Hukum Tata Usaha Negara); 

 Machine (Dalam hal pemberian layanan bantuan Hukum, bagi masyarakat yang tidak dapat melaksanakan konsultasi hukum 

secara luring/offline/tatap muka, maka tersedia juga aplikasi SIP sebagai alat bantu dalam memberikan layanan bantuan hukum 

secara online, dimana masyarakat dapat melakukan perjanjian konsultasi hukum juga secara online); 

 Metode (Dalam hal pemberian layanan hukum, menggunakan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan).  

 



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :  

 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.  

 Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.  

 

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :   

 Realisasi anggaran layanan posbakum pada Triwulan II sebesar Rp, 13.900.000,- 

 

c) Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Keliling.  

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui siding keliling adalah perbandingan jumlah perkara yang 

diselesaikan melalui sidang keliling dengan jumlah perkara yang diajuka/direncana sidangkan. Indikator ini mengukur jumlah perkara 

yang diselesaikan melalui sidang keliling dan capaiannya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan Target 

(%) 

Triwulan II 

Jumlah Perkara yang 
diajukan/direncana 

sidangkan 

Jumlah Perkara yang 
diselesaikan melalui 

sidang keliling 

Realisasi 

(%) 

Capaian  

(%) 

April  100 0 0 NA NA 

Mei 100 0 0 NA NA 

Juni 100 0 0 NA NA 

Total 100 0 0 NA NA 



Uraian s.d. Triwulan II Target 

(%) 

Input 

(Jumlah) 

Realisasi 

(Jumlah) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(% 

Persentase Perkara Prodeo 

yang Diselesaikan 

100 0 0 NA NA 

 

Perhitungan dari Persentase Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling pada bulan April-Juni 2025 adalah sebagai 

berikut:  

1) Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling= 0 Perkara. 

2) Jumlah Perkara yang diajukan/direncana sidangkan= 0 Perkara.  

3) Realisasi = Jumlah yang diselesaikan melalui sidang keliling               =  0         = NA (Not Available/Tidak Terdefenisi) 

                                 Jumlah perkara yang diajukan/direncana sidangkan                0  

4) Capaian  = Realisasi  =     NA %  =  NA (Not Available/Tidak Terdefenisi) 

                    Target          0 % 
 

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :  

 Pada Triwulan II Tahun 2025 tidak ada perkara yang diajukan/direncana sidangkan sehingga tidak ada perkara yang 

diselesaikan, maka realisasinya adalah NA (Not Available/Tidak Terdefenisi) dan Capaiannya adalah NA (Not Available/Tidak 

Terdefenisi). 

 

Sumber daya yang digunakan adalah : 

1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan 

jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 4 orang);  

x 100% 

x 100% 

x 100% 

x 100% 



2) Money (Sumber dana berasal dari DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 4.920.000,-); 

3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan dan 

kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka peningkatan 

kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya); 

4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang 

sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan 

sarpras lainnya seperti optimalisasi penyelesaian perkara melalui sipp mulai dari pendaftaran hingga putusan, ketersediaan  dan 

kelancaran jaringan internet, pc/laptop, printer, dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan); 

5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding pada Empat Lingkungan Peradilan). 

 

 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :  

 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.  

 Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.  

 

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :   

 Realisasi atas Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sampai dengan Triwulan II :  

▪ Sidang di luar Gedung Pengadilan : Rp.  ---------------- (NIHIL) 

 



4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.  

Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara 

TUN yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. Indikator ini mengukur jumlah putusan yang sudah BHT dan 

ditindaklanjuti (dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian s.d. Triwulan II Target 

(%) 

Input 

(Jumlah) 

Realisasi 

(Jumlah) 

Realisasi 

(%) 

Target 

(%) 

Persentase Putusan Perkara TUN yang 

Ditindaklanjuti (Dieksekusi) 
96 

1 1 100,00 104,16 

 

Perhitungan dari Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada bulan April-Juni 2025 adalah sebagai 

berikut :  

a. Jumlah putusan TUN yang ditindaklanjuti = 1 Perkara. 

b. Jumlah putusan yang sudah BHT = 1 Perkara. 

 

Bulan 

Target 

(%) 

Realisasi Triwulan II 

jumlah putusan perkara yang 
sudah BHT (yang dimohonkan 

eksekusi) 

jumlah putusan perkara 
TUN yang ditindaklanjuti 

Realisasi 

(%) 

Capaian  

(%) 

April  96 0 0 NA NA 

Mei 96 1 1 100,00 104,16 

Juni 96 0 0 NA NA 

Total 96 1 1 100,00 104,16 



c. Realisasi = Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti                =  1        = 100 

                      Jumlah putusan perkara yang sudah BHT                      1 

d. Capaian  = Realisasi   =    100 %  =   104,16 

         Target          96 % 

 

Penjelasan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :   

 Capaian adalah 104,16 dari target 96%, Capaian ini bukan berasal dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 

namun berasal dari Putusan Komisi Informasi Daerah yang dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, 

dan tentu saja ini juga merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.  

 

Sumber daya yang digunakan adalah : 

1) Man (Jumlah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara pada Pengadilan TUN Yogyakarta ada sejumlah 4 Majelis Hakim dengan 

jumlah Hakim terdiri dari 9 orang dan Panitera/Panmud/PP terdiri dari 10 orang, serta Jurusita Pengganti berjumlah 4 orang);  

2) Money (Sumber dana berasal dari DIPA 05 – Ditjen Badilmiltun MA RI sejumlah Rp. 40.805.000,- dan SK Penetapan Biaya Panjar 

Nomor 2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku); 

3) Material (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti memiliki pengetahuan 

dan kemampuan materiil di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dan memiliki integritas yang tinggi, dan dalam rangka 

peningkatan kualitas dan profesionalitas juga mengikuti diklat peningkatan kualitas Hakim, juga bagi tenaga teknis lainnya); 

4) Machine (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim dalam bersidang menggunakan mesin sebagai alat bantu misal di dalam ruang 

sidang tersedia audio sistem yang dapat membantu jalannya sidang, dan persidangan elektronik secara ecourt, dan penggunaan 

x 100% 

x 100% 

x 100% 

x 100% 



 

 

5) Metode (Dalam hal penyelesaian perkara, Hakim menggunakan dasar penyelesaian perkara melalui Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

dalam hal penyelesaian perkara, serta Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara MARI Nomor : 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 

Tanggal 2 Juli 2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang 

berkekuatan Hukum Tetap). 

 

 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan :   

 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.  

 Penguatan Pengawasan Hawasbid PTSP dan Kepaniteraan Hukum Bulanan.  

 

Uraian realisasi anggaran sebagai berikut :   

 Realisasi untuk pelaksanaan eksekusi pada Triwulan II mengikuti ketentuan pada SK Penetapan Biaya Panjar Nomor 

2038/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/XII/2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 3 

Desember 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku (data realisasi keuangan perkara terlampir). 

 

 

 



D. Kegiatan dan Anggaran. 

KEGIATAN DAN ANGGARAN 

No Kegiatan Anggaran 
 (Rp.) 

Realisasi 
Triwulan II (Rp.) 

Realisasi s.d. 
Triwulan II 

(Rp.) 

Sisa Anggaran 
(Rp.) 

Persentase 
Realisasi 
s.d TW II 

(%) 

1 Dukungan Manajemen Administrasi 
Kesekretariatan Pengadilan Tingkat 
Banding dan Tingkat Pertama 

8.152.728.000,- 2.422.756.591,- 4.866.439.973,- 3.286.288.027,- 59,69 

 a. Pengadaan peralatan fasilitas 
perkantoran 

636.760.000,- 61.100.000,- 171.351.829,- 465.408.171.- 26,91 

 b. Dukungan Manajemen Non Operasional 
Pengadilan 

700.000,- - 700,-000,- - 100,00 

 c. Gaji dan Tunjangan 6.174.478.000,- 2.090.057.559,- 4.174.696.105,- 1.999.781.895,- 67,61 
 d. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.340.490.000,- 248.093.017,- 519.692.039,- 820.797.961,- 38,77 
 e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 300.000,- - - - - 
 Total Program Dukungan Manajemen (DIPA 

01) 
     

2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 40.805.000,- 9.400.000,- 15.500.000,- 25.305.000,- 37,99 
 a. Pelaksanaan Pengamanan Sidang 2.480.000,- 1.200.000,- 1.600.000,- 880.000,- 64,52 
 b.  Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara 405.000,- - - 405.000,- 100,00 
 c. Pos Bantuan Hukum 33.000.000,- 8.200.000,- 13.900.000,- 19.100.000,- 42,12 
 d. Sidang di luar Gedung Pengadilan 4.920.000,- - - 4.920.000,- 100,00 
 Total Program Penegakan dan Pelayanan 

Hukum (DIPA 05) 
     

Total DIPA 01 & DIPA 05 8.193.533.000,- 2.432.156.591,- 4.881.939.973,- 3.311.593.027,- 40,42 
 

E. Kesimpulan.  

Laporan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta s.d Triwulan II tahun 2025 menyajikan 4 (empat) sasaran 

strategis yang menggunakan alat ukur  :  



 3 (tiga) indikator untuk Sasaran Strategis 1 (satu) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Dengan 

capaian :  

a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu, capaian 111,11%. 

b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi, capaian 35,71% 

c. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan, capaian 105,58% 

 1 (satu) indikator untuk Sasaran Strategis 2 (dua) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 

▪ Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu, capaian 104,17% 

 3 (tiga) indikator untuk Sasaran Strategis 3 (tiga) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. 

a.  Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan, capaian tidak tersedia, dikarenakan tidak ada perkara yang dimohonkan prodeo.  

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), capaian 100%. 

c. Persentase Perkara yang diselesaikan melakui Sidang Keliling, capaian tidak tersedia, dikarenakan tidak ada perkara yang 

direncana sidangkan keliling untuk disidangkan keliling. 

 1 (satu) indikator untuk Sasaran Strategis 4 (empat) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan. 

▪ Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi), Capaian adalah 104,16 dari target 96%, Capaian ini bukan 

berasal dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, namun berasal dari Putusan Komisi Informasi Daerah yang 

dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan tentu saja ini juga merupakan kewenangan dari 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.  

▪  

 

F. Rekomendasi. 

Untuk mendukung tercapainya capaian kinerja, maka hal utama yang menjadi rekomendasi adalah perlu meninjau ulang target atas 

indikator  yang telah ditetapkan di awal, agar dapat lebih mengoptimalkan jumlah capaian kinerja pada triwulan berikutnya, terutama pada 

target indikator upaya hukum, pembebasan biaya perkara/prodeo, dan sidang keliling, dan terus melakukan pengawasan bidang 

administrasi perkara dan persidangan secara berkelanjutan.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
















